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GUBERNUR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 33 TAHUN 2022

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA ACEH
TAHUN ANGGARAN 2021

GUBERNUR ACEH,

. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 12 Qanun Aceh Nomor 4

Tahun 2022 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2021;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam

huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Aceh Tahun Anggaran 2021;

. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945;

. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan

Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan
Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1103);

. Undang-Undng Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan

Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
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Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1997 tentang Peraturan Gaji
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7
Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan
Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler
dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
47, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4712);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik
Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Republik Indonesia
Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik
Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Republik Indonesia
Nomor 5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5155);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5163);
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Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 926);

Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 4 Tahun 2002
tentang dana Perimbangan Antara Pemerintah Provinsi dan
Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh
Darussalam Tahun 2002 Nomor 23 Seri D Nomor 17);

Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan
Aceh (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008
Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam
Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 10
Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 1 Tahun
2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Aceh Tahun
2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 70);

Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara
Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi
dan Dana Otonomi Khusus (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh
Darussalam Tahun 2008 Nomor 12) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2018
tentang Perubahan Ketiga Atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008
tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan dana Bagil Hasil
Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus (Lembaran
Aceh Darussalam Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran
Aceh Nomor 102);

Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2016
Nomor 16, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 87) sebagaimana
telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh (Lembaran Aceh
Tahun 2019 Nomor 21);
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24. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2019 tentang Retribusi Aceh
(Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran
Aceh Nomor 113) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh
Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor
2 Tahun 2019 tentang Retribusi Aceh (Lembaran Aceh Tahun
2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 128);

25. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Aceh Tahun
2019 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :
PERATURAN GUBERNUR ACEH TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA ACEH TAHUN ANGGARAN 2021.
Pasal 1

Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2021 terdiri dari:

1. Pendapatan

a. ANGEaran guussissssssisvevvsssisisiss sinsas Rp 13.864.978.453.942,00

b. Berlebih ssisssmssammsssmmmnnmmsiviig Rp 83.409.819.494,12
Jumlah Realisasi Pendapatan ...... Rp 13.948.388.273.436,12

2. Belanja

a. ANGZATAN .o s Rp 16.482.338.309.498,00

b. Berkurang .......c.cccceecvvviiiniinninnnnnnn. Rp 2.798.756.182.066,32
Jumlah Realisasi Belanja ............. Rp 13.683.582.127.431,68
SUrplus ....coovvveviiiiiiiiiiieiiieiinnns Rp 264.806.146.004,44

3. Pembiayaan
a. Penerimaan
1) Anggaran..swmiiveissssmmmmsnssssesse Rp 2.924.359.855.556,00
2) Berlebih ... uuminssmmmnmsiivemes Rp 1.045.743.320.038,59
Jumlah Realisasi Penerimaan...Rp  3.970.103.175.594,59
b. Pengeluaran

1} Anggaran..sswsssssmsidnairssion Rp 307.000.000.000,00
2) Berkurang:sssssisessssssssssiaaisisii. Rp S.771.290.791,36
Jumlah Realisasi Pengeluaran....... Rp 301.228.709.208.64
Pembiayaan Netto.......................... Rp 3.668.874.466.385.95

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Rp  3.933.680.612.390,39
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Pasal 2

Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBA sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 3
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh

pada tanggal, 19 September 9022 M
23 Safar 1444 H

__¢ Pj. GUBERNUR ACEH{!
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CHMAD MARZUKI
Diundangkan di Banda Aceh

pada tanggal, 19 September 2022 M
23 Safar 1444 H

~Z SEKRETARIS DAERAH ACEH?. ,
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BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2022 NOMOR 33



